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Abstract: penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan profil dan karakteristik kemiskinan lokal (nagari dan rumah tangga) di Nagari Cupak Kabupaten Solok, serta (2) Mendeskripsikan pengaruh program Kredit Mikro Nagari terhadap kemiskinan lokal dalam kerangka pengentasan kemiskinan di Nagari Cupak Kabupaten Solok.  Hasil penelitian ini memperlihatkan Kemiskinan di Nagari Cupak secara umum dikelompokkan ke dalam  kemiskinan nagari dan rumah tangga yang keduanya saling berkaitan.  Secara khusus lokalitas kemiskinannya dicirikan oleh kondisi struktural (terbatasnya akses dan kepemilikan terhadap berbagai sumberdaya dan kondisi sosio budaya (peran kaum, motivasi diri).  Sementara upaya pengentasan kemiskinan lokal melalui program kredit mikro nagari belum berpengaruh.  Hal ini disebabkan karena proses pengelolaan program (perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi) yang belum optimal, sehingga berdampak pada ketidakberdayaan masyarakat pelaku kredit mikro nagari dalam mengakses sumber kemajuan usaha, (sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, maupun kelembagaan)
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Akibat dari krisis multidimensi tahun 1997 – 2000 dan kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2005, tingkat keparahan kemiskinan juga semakin meningkat sehingga memerlukan upaya penanggulangan serius yang membutuhkan: komitmen, konsistensi dan keberlanjutan program. Kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi Sumatera Barat. Berhubung kemiskinan menyangkut multi dimensi, maka keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari berbagai upaya.  Upaya tersebut dapat dilihat dalam rencana pembangunan jangka panjang, dan  menengah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai Sumatera Barat dalam melaksanakan agenda  mempercepat penurunan tingkat kemiskinan melalui penanggulangan kemiskinan adalah: menurunnya  jumlah penduduk miskin adalah 12,07% pada tahun 2006 menjadi 10% pada tahun 2010 dan jumlah RT miskin penerima BLT dari 29,28% menjadi 15% (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat 2006-2010).
Kegagalan dalam program pengentasan kemiskinan selama ini bisa jadi disebabkan karena informasi mengenai penduduk miskin yang diolah berdasarkan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2007 yang hanya bersifat makro. Kondisi ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan program pengentasan kemiskinan sehingga tidak berdampak secara nyata dalam meningkatkan  kesejahteraan penduduk miskin (Syafii, 2007).      

Selain itu, kemiskinan yang tinggi khususnya di pedesaan secara struktural lebih disebabkan karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengakses permodalan usaha.  Lembaga perbankan yang selama ini dianggap sebagai solusi permodalan dan telah mempunyai kantor sampai ke pelosok desa/nagari ternyata belum berperan efektif dalam mengatasi persoalan permodalan usaha.  Persoalan klasik adalah dikarenakan praktek perbankan yang mensyaratkan adanya agunan bagi kredit mengakibatkan program kredit perbankan tidak tersentuh oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang menjalankan usaha skala kecil yang banyak bertebaran di desa/nagari.
Seiring dengan kondisi faktual kemiskinan diatas, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan tajuk Program Kredit Mikro Nagari (KMN). Alokasi dana KMN ini sebesar Rp. 300.000.000 untuk setiap nagari. KMN ini merupakan program yang pada intinya berupaya menumbuhkan dan mengefektifkan kelembagaan lokal yang ada di nagari untuk mengelola kredit mikro bagi masyarakat.  

1.2.  Urgensi Penelitian
Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa upaya pengentasan kemiskinan akan berjalan efektif apabila dilakukan melalui program perkreditan yang dapat di akses secara luas oleh lapisan masyarakat ekonomi lokal yang menjalankan usaha skala kecil dengan melibatkan kelembagaan lokal (local institution).  Sebelum pemberdayaan ekonomi rakyat melalui akses permodalan usaha ini dilakukan, maka perlu dilakukan suatu kajian komporehensif terkait faktor-faktor yang menjadi basis bagi program permodalan tersebut.  Artinya perlu dilakukan kajian mendasar tentang kondisi dan prilaku rumah tangga miskin dalam bertahan hidup sehari-hari.  Dengan ditemukannya karakteristik kemiskinan rumah tangga, selanjutnya ini dikaitkan dengan kemiskinan nagari serta program-program pengentasan kemiskinan yang ada di nagari.  Diharapkan melalui kajian ini akan diperoleh tipologi program pengentasan kemiskinan yang ada selama ini, lalu apakah program-program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga miskin terkait dengan karakteristik rumah tangga itu sendiri.  Pada sisi inilah kita bisa menelisik sejauh mana program KMN ini mampu mengentaskan kemiskinan rumah tangga.  Pada posisi inilah penelitian ini menjadi penting dan urgen sebagai penelitian dasar untuk memahami persoalan kemiskinan secara komprehensif.  Artinya sebelum bisa memformulasikan tipologi kelembagaan lokal yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan, perlu dilakukan identifikasi, pemetaan, dan analisis terhadap program pengentasan kemiskinan yang ada.  Profil kemiskinan lokal ini akan diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan yang diinisiasi oleh Pemda (dalam hal ini program KMN).  Dari penelitian dasar ini akan diperoleh gambaran yang komprehensif terkait dengan deskripsi program yang bertipe campuran top-down (program KMN) dan bottom-up planning (kemiskinan lokal). Hasil penelitian dasar ini diharapkan akan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait dengan kelembagaan lokal yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat nagari serta untuk menemukan model upaya pengentasan kemiskinan masyarakat nagari di Sumatera Barat khususnya.  Apalagi program Kredit Mikro Nagari akan dilanjutkan implementasinya di seluruh nagari di Sumatera Barat sampai tahun 2010.  Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat pada khususnya agar program-program pengentasan kemiskinan bisa terlembaga (berkelanjutan) untuk masa-masa yang akan datang. Selain itu, dengan berkelanjutannya program KMN ini di Sumatera Barat, melalui penelitian ini akan ditemukan juga model pendampingan program oleh Perguruan Tinggi serta muaranya akan dilakukan penelitian tindak (action research) yang tidak hanya untuk kepentingan akademis, melainkan juga kolaborasi peran pemangku kepentingan untuk mewujudkan program pengentasan kemiskinan yang ideal di nagari.  Begitu pentingnya penelitian dasar ini, sehingga perlu dilakukan agar bisa menjadi dasar bagi penelitian dan pendampingannya di lapangan.
1.3. Perumusan Masalah

Nagari Cupak yang mempunyai luas sekitar 19,38 km persegi merupakan salah satu dari beberapa nagari yang terdapat di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Nagari Cupak mempunyai 9 (sembilan) jorong yakni : Tangah Padang, Sungai Rotan, Balai Pandan, Aia Angek Sonsang, Balai Tangah, Panyalai, Pasa Baru, Pasa Usang, dan Sawah Taluak.  Nagari Cupak mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup kaya, baik di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, perladangan, perikanan dan rawa.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan penting yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat nagari.  Kesemuanya berawal dari krisis multidimensi tahun 1997-2000 dan kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005.  Tingkat kemiskinan masyarakat di Nagari Cupak semakin menurun dari tahun ke tahun.  Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan karena adanya program-program pemerintah walaupun belum optimal pencapaiannya.  Data hasil survei BPS di Nagari Cupak tahun 2005 memperlihatkan bahwa terdapat 973 KK miskin dengan rincian sebagai berikut: keluarga pra sejahtera sejumlah 381 KK, keluarga sejahtera 1 sejumlah 592 KK, jumlah keluarga sejahtera 2 sejumlah 274 KK, keluarga sejahtera 3 sejumlah 2.069 KK serta keluarga sejahtera plus sejumlah 101 KK).  Apabila dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga yang ada di Nagari Cupak tahun 2006 yang berjumlah 4.765 KK, maka diperoleh data sejumlah 18,40 % KK yang berada pada taraf hidup miskin (Asful, 2008).  

Dari data diatas terlihat bahwa angka kemiskinan di Nagari Cupak cukup tinggi, sehingga diperlukan program yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat.  Seiring dengan kondisi faktual kemiskinan tersebut, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan tajuk Program Kredit Mikro Nagari (KMN). Alokasi dana KMN ini sebesar Rp. 300.000.000 untuk setiap nagari. KMN ini merupakan program yang disosialisasikan pada tingkat nagari, kemudian pemerintah nagari yang membuat suatu perencanaan dan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan inisiatif, kreatifitas, dan mengakomodasi kondisi wilayah, potensi dan permasalahan yang dihadapi. 

Namun temuan survei lapangan mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaannya, program KMN belum berjalan optimal dan belum memberikan dampak yang nyata terhadap proses pengentasan kemiskinan masyarakat di Nagari Cupak. 

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Wali Nagari Cupak, diperoleh informasi bahwa kriteria penerima program KMN ini antara lain : berasal dari keluarga miskin, diprioritaskan bagi individu yang mempunyai tanggungan keluarga yang banyak, memiliki kelompok usaha dan mempunyai prospek yang baik dalam pengembangan ekonomi masyarakat dengan mendukung ketersediaan modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Meskipun kriteria ini telah disepakati bersama, namun temuan awal menunjukkan bahwa implementasi program KMN tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian dana melalui program KMN itu sendiri, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut : (a) Bagaimana profil dan karakteristik kemiskinan nagari dan rumah tangga di Nagari Cupak ?, (b) Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program KMN di Nagari Cupak ?, dan (c) Bagaimana pengaruh program KMN terhadap usaha rumah tangga miskin di Nagari Cupak dalam kerangka pengentasan kemiskinan ?.

Untuk menjawab permasalahan mendasar diatas, maka dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan dan konsep pengentasan kemiskinan yang sedang aktual dewasa ini, yakni : pengentasan kemiskinan campuran pola top down dan bottom up planning.  Hasil penelitian dasar ini diharapkan akan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait dengan kelembagaan lokal yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat nagari serta untuk menemukan model upaya pengentasan kemiskinan masyarakat nagari di Sumatera Barat khususnya.  Muaranya adalah upaya pengentasan kemiskinan harus berbasis kepada kebutuhan dan inisiatif masyarakat, sehingga prilaku masyarakat miskin bisa berubah ke arah yang lebih baik.

Selain itu, untuk menjawab permasalahan ini digunakan asumsi bahwa di satu sisi, kemiskinan akan dapat dientaskan apabila masyarakat miskin itu sendiri memiliki kesadaran dan berinisiatif untuk keluar dari jerat kemiskinan.  Sementara pada sisi yang lain, pengentasan kemiskinan akan lebih efektif apabila melibatkan kelembagaan lokal.  Pada akhirnya, agar permasalahan penelitian ini bisa dijawab secara optimal, maka lingkup yang menjadi batasan penelitian adalah stakeholders program kredit mikro nagari, yang menjadi subjek dalam pelaksanaan program KMN ini.
1.4.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mendeskripsikan profil dan karakteristik kemiskinan lokal (nagari dan rumah tangga) di Nagari Cupak Kabupaten Solok
2) Mendeskripsikan pengaruh program Kredit Mikro Nagari terhadap kemiskinan lokal dalam kerangka pengentasan kemiskinan di Nagari Cupak Kabupaten Solok

II.  METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini memanfaatkan masyarakat penerima program KMN sebagai unit analisis. Pemilihan sampel petani dengan menggunakan teknik simple random sampling dan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, panduan wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumen.  Untuk tujuan pertama terkait mendeskripsikan profil dan karakteristik kemiskinan lokal (nagari dan rumah tangga) di Nagari Cupak, dilakukan pengamatan terhadap tipologi kemiskinan lokal dengan sub pengamatan : (a) profil dan karakteristik kemiskinan lokal, (b) penyebab dan upaya mengatasi kemiskinan, serta (c) profil dan tipologi program pengentasan kemiskinan; 
Tujuan kedua, terkait mendeskripsikan pengaruh program Kredit Mikro Nagari terhadap kemiskinan lokal dalam kerangka pengentasan kemiskinan di Nagari Cupak Kabupaten Solok, dilakukan pengamatan terhadap; pertama, proses perencanaan dan pelaksanaan program KMN dengan sub pengamatan meliputi: (a)  Keterlibatan masyarakat, (b) Proses penyeleksian usulan kredit, (c) Kelembagaan lokal, (d) Dokumen partisipatif . (e) Proses dan mekanisme perencanaan kredit, (f) Monitoring dan evaluasi penggunaan kredit, serta (g) Dukungan dan konsistensi kebijakan nagari (FPPM, 2004); kedua, upaya rumah tangga untuk mengatasi kemiskinan melalui program KMN dengan sub pengamatan meliputi: (a) Akses terhadap sumberdaya manusia, (b) Akses terhadap sumberdaya ekonomi produktif, serta (c) Akses terhadap kelembagaan.  
III. TIPOLOGI  KEMISKINAN LOKAL DAN PEMBERDAYAANNYA MELALUI PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI
3.1. Tipologi Kemiskinan Lokal
Pemahaman tentang kemiskinan perlu dispesifikkan dalam skala lokal agar kita bisa memahaminya secara menyeluruh.  Proses penyusunan tipologi kemiskinan lokal diawali dengan penyusunan profil dan karakteristik kemiskinan lokal, baik pada tataran nagari maupun rumah tangga dan keluarannya berupa indikator kemiskinan lokal.  Selanjutnya akan dipaparkan penyebab kemiskinan lokal itu terjadi dan alternatif solusi yang sudah dilakukan oleh nagari dan rumah tangga dan keluarannya berupa peta penyebab kemiskinan lokal dan peta solusi bertahan dari kondisi kemiskinan lokal.   Kedua bahasan ini akan menjadi dasar untuk memaparkan profil dan karakteristik program-program pengentasan kemiskinan lokal yang sudah pernah sebelumnya dilakukan untuk nagari dan rumah tangga dan keluarannya dalam bentuk tipologi program pengentasan kemiskinan.  Inilah proses yang dilalui untuk menghasilkan tipologi kemiskinan lokal dalam konteks penelitian ini.
Temuan lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan penting yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat nagari.  Tingkat kemiskinan masyarakat di Nagari Cupak semakin menurun dari tahun ke tahun.  Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan karena adanya program-program pemerintah walaupun belum optimal pencapaiannya.  Rumah tangga miskin penerima KMN mayoritas berada pada kondisi kemiskinan, dimana dari 10 indikator kemiskinan yang menjadi acuan penelitian, 7 indikator menunjukkan kondisi kemiskinan dari cukup sampai kurang, yakni: (a) kurangnya kecukupan dan mutu pangan, (b) akses dan mutu layanan kesehatan yang belum memadai, (c) akses dan mutu layanan pendidikan yang belum memadai, (d) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, (e) akses dan layanan terhadap air bersih, penerangan dan sanitasi dasar yang belum memadai, (g) kurangnya kepastian, kepemilikan, dan penguasaan tanah/lahan, serta (h) kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang cukup terjaga dan terpelihara.   Sementara 3 indikator lainnya menunjukkan penilaian baik, yakni: (a) akses dan layanan perumahan, (b) jaminan rasa aman, serta (c) partisipasi warga dalam pembangunan.
Dari temuan lapangan diatas, maka profil dan karakteristik kemiskinan rumah tangga apabila dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah nagari dan masyarakat sendiri, dapat disimpulkan beberapa hal : 

Pertama, pemerintah nagari cukup mampu memberikan akses dan menyediakan berbagai layanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan keluar dari kondisi kemiskinan, namun akses dan layanan yang diberikan belum optimal.  Hal ini bisa dipahami karena keterbatasan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah nagari serta dukungan dari pihak “luar nagari” yang sangat terbatas.  Program-program pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah cenderung tidak berdasarkan kajian yang komprehensif dan bernuansa proyek, sehingga kurang tepat sasaran dan tidak berkelanjutan.  Selain itu setelah prasarana dibangun tidak diikuti dengan penyiapan faktor penunjang, seperti : siapa yang akan bertanggung jawab sepenuhnya, serta pendanaan untuk operasional.  Sehingga menjadi hal yang biasa kita melihat berbagai program pembangunan prasarana fisik nagari tidak terpelihara dengan baik atau bahkan tidak termanfaatkan secara optimal.

Kedua, walaupun hampir semua indikator kemiskinan bernilai cukup, namun secara umum masyarakat dan nagari Cupak masih membutuhkan berbagai program pengentasan kemiskinan, khususnya terkait dengan akses dan layanan berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll.  

Ketiga masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan nagari, khususnya dalam hal kebutuhan pangan/gizi keluarga, pemeliharaan kesehatan lingkungan, serta pemanfaatan lahan untuk pekarangan atau usaha produktif.  Ini terkait dengan prilaku masyarakat yang cenderung menganggap remeh persoalan kecukupan gizi, kebersihan lingkungan dan sifat pemalas/kurang produktif.

3.2.Penyebab dan Upaya Mengatasi Kemiskinan

Kondisi kemiskinan yang melingkupi warga masyarakat di Nagari Cupak berdasarkan informasi aparat nagari disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor-faktor tersebut terdiri dari : (a) terbatasnya kepemilikan tanah/lahan sawah, (b) kekurangan modal, keterbatasan ketersediaan lapangan kerja, serta (d) faktor kebijakan pemerintah yang belum mendukung secara konsisten.  

Untuk mengatasi kondisi kemiskinan ini, maka aparat nagari melakukan tindakan sebagai berikut : pertama, mengakses dan pro-aktif dalam merespon setiap program pengentasan kemiskinan yang masuk ke nagari, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan lain-lain; kedua, merespon dengan secara positif setiap bantuan dari perantau, walaupun bantuan tersebut lebih banyak diberikan langsung ke sanak famili mereka di nagari.  Pemerintahan nagari tetap berasumsi bahwa perantau tetap membawa pengaruh positif kepada pembangunan nagari, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan; ketiga, mengoptimalkan kerjasama dengan mahasiswa melalui program KKN yang dilakukan perguruan tinggi di Nagari Cupak; serta, keempat, mengefektifkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) untuk upaya pengentasan kemiskinan di nagari.

Sementara upaya mengatasi kemiskinan yang dilakukan rumah tangga adalah : (a) mengatur atau bahkan mengurangi pola konsumsi pangan, (b) menjual atau menggadaikan barang atau sebagian lahan, (c) meminjam kepada tetangga atau kerabat, (d) melakukan diversifikasi usaha/mata pencaharian, (e) mengelola keuangan rumah tangga, serta (f) merendahkan diri (status sosial) di tengah masyarakat.
3.3. Profil dan Tipologi Program Pengentasan Kemiskinan
Untuk Nagari Cupak, secara umum program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan sangat dirasakan manfaatnya oleh stakeholders nagari. Sebelum Program Kredit Mikro Nagari, terdapat beberapa program pengentasan kemiskinan, yakni: (a) Proogram JPS-PDMDKE, (b) Program Bantuan beras Miskin, serta (c) Program PKS – BBM (BLT).  Ketiga program ini mempunyai tipologi program berupa bantuan (crash program), dimana program pengentasan kemiskinan yang dilakukan bersifat jangka pendek, insidentil, yang bergerak dalam bentuk pemberian bantuan cuma-cuma tanpa adanya tanggung jawab atau resiko yang harus diterima oleh masyarakat.  

 Adapun beberapa pelajaran yang dapat diambil dari fakta kemiskinan lokal di Nagari Cupak adalah : pertama, hampir semua data keluarga miskin yang ada di setiap nagari disusun belum berdasarkan kondisi lokal, sehingga indikator atau standar kemiskinan di masing-masing nagari dianggap sama.  Ini dibuktikan dari indikator yang digunakan merupakan indikator yang disusun BPS atau Susenas.  Sebagai contoh, ketika dalam hal ini indikator perumahan keluarga miskin adalah berlantai tanah, maka hampir semua masyarakat di nagari tidak ditemukan kondisi ini.
Kedua, data dan angka keluarga miskin belum bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif, sehingga ketika dilakukan klarifikasi dan penelusuran data oleh pihak “luar nagari”, maka ditemui kesulitan untuk mendapatkan data dan angka yang valid.  Selain itu, data yang ada belum dilakukan proses pemutakhiran data dan angka setiap tahun, sehingga tidak dapat dinilai sejauhmana program-program pengentasan kemiskinan yang ada bisa meniadakan dan mengurangi jumlah keluarga miskin, atau berpindahnya status dari keluarga miskin menjadi tidak miskin.

Ketiga, nagari belum melakukan proses pengidentifikasian dan pemetaan program-program pengentasan kemiskinan yang ada dinagari dan yang diperoleh oleh rumah tangga miskin, baik yang diinisiasi oleh nagari secara mandiri, perantau, pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, pihak swasta, dan lain-lain.  Sehingga nagari tidak bisa melakukan penilaian sejauhmana dampak dan manfaat program tersebut bagi nagari dan bagi masyarakat miskin di nagari.

3.4.  Profil dan Dinamika Pengaruh Program KMN terhadap Kemiskinan Lokal
Secara umum proses perencanaan dan pelaksanaan program KMN berjalan cukup baik di lapangan.  Dari tujuh dimensi partisipasi yang dilihat, lima dimensi partisipasi menunjukkan nilai cukup, yakni : (a) adanya proses penyeleksian usulan kredit yang transparan, (b) muncul dan tumbuhnya kelembagaan lokal dengan SDM yang profesional, (c) adanya proses dan mekanisme perencanaan kredit yang transparan dan akuntabel, serta, (d) adanya dukungan dan konsistensi kebijakan nagari.  Hanya satu dimensi partisipasi menunjukkan penilaian baik, yakni: adanya dokumen perencanaan kredit yang partisipatif.  Sementara dua dimensi partisipasi menunjukkan penilaian kurang, yakni: (a) adanya keterlibatan masyarakat (calon dan penerima kredit) secara penuh, serta (b) adanya monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan kredit dan program
Merujuk kepada temuan terkait profil perkembangan dan dinamika implementasi program KMN dari tinjauan dimensi partisipasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengelolaan program KMN, baik ditinjau dari sisi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan.  Hal ini disebabkan pada satu sisi oleh lemahnya sistem dan mekanisme yang diterapkan dalam implementasi program serta dukungan yang terbatas dari sisi sumberdaya dan kelembagaan.  Pada sisi yang lain, prilaku masyarakat yang selama ini cenderung negatif dan tidak mendukung menyangkut program-program pemerintah yang datang kepada mereka.  Dua sisi ini saling berkait dalam implementasi di lapangan, sehingga tak ayal menimbulkan berbagai persoalan dalan kerangka pencapaian tujuan program.  Program yang secara tipologi pada intinya bergerak pada tataran pemberdayaan (akses), ternyata tidak mendapat dukungan penuh dari instansi terkait di lapangan, sehingga dana pinjaman (kredit) mengalami kemacetan.  Kemacetan terjadi karena lemahnya monitoring dan evaluasi sehingga kredit digunakan untuk keperluan rumah tangga lain yang mendesak (seperti biaya pendidikan dan keperluan lain).
3.5. Upaya Rumah Tangga untuk Mengatasi Kemiskinan melalui Program KMN
Profil dan dinamika usaha rumah tangga warung kelontong sebagai upaya yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mengatasi kemiskinan melalui program KMN berjalan cukup baik, yang dibuktikan di lapangan dari sisi: (a) kecukupan modal, (b) pemasaran yang skala lokal dan harga yang tidak begitu fluktuatif, serta (c) kebutuhan penggunaan informasi dan teknologi yang tidak terlalu canggih.  Sementara untuk dua variabel usaha lainnya menunjukkan hasil yang kurang, yakni: (a) kualitas sumberdaya manusia yang rendah, serta (b) manajemen usaha yang yang terbatas.
Berdasarkan temuan lapangan menyangkut profil dan dinamika usaha rumah tangga warung kelontong sebagai upaya yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mengatasi kemiskinan melalui program KMN, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha warung kelontong belum berkembang, baik ditinjau dari sisi sumberdaya manusia, permodalan, pemasaran dan harga, manajemen, serta teknologi dan informasi belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan.  Program KMN yang dijalankan belum membawa dampak yang nyata bagi perubahan prilaku penerima KMN dalam mengelola usaha mereka.  Hal ini disebabkan karena di satu sisi masih terbatasnya perubahan prilaku masyarakat penerima KMN, pada sisi lain juga disebabkan : (a) terbatasnya upaya penguatan kapasitas sumberdaya manusia yang dilakukan terhadap penerima KMN oleh pengelola (Pokja KMN) atau oleh aparat pemerintah terkait, serta (b) terbatasnya program-program pendukung bagi perluasan akses penerima KMN terhadap sumber-sumber pengembaangan usaha lainnya, seperti pemasaran, harga, teknologi, dll.
IV. KONSEP LOKAL TENTANG KEMISKINAN DAN UPAYA PENGENTASANNYA MELALUI PROGRAM KREDIT MIKRO NAGARI DI NAGARI CUPAK

Analisis konsep lokal tentang kemiskinan dan upaya pengentasannya melalui program kredit mikro nagari di Nagari Cupak ini lebih menekankan kepada aspek kualitatif dengan mengacu kepada konsep dan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1996) yang menjadi kerangka pemikiran penelitian ini serta didukung dengan beberapa teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh para ahli lainnya.  Secara terperinci bagian ini membahas dan menganalisis tentang aspek pemberdayaan sumberdaya produktif dan pemberdayaan kelembagaan.
4.1. Akses terhadap Sumberdaya Produktif

a.  Ketidakberdayaan Rumah Tangga Miskin

Secara umum keberadaan mayoritas rumah tangga pengelola warung kelontong berada pada kondisi kemiskinan yang diperlihatkan dengan banyaknya keterbatasan dalam hal kepemilikan sumberdaya produktif.  Keberadaan rumah tangga yang mayoritas berada di pinggiran desa, serta keterbatasan akses, tanpa disadari menjadi suatu perangkap bagi kemiskinan masyarakat nagari dan rumah tangga pengelola warung kelontong.  Kondisi yang memerangkap rumah tangga ini cenderung memunculkan perangkap lain yang diistilahkan Chambers (1989) dalam Sarman (1997) dengan ketidakberuntungan pada kelompok rumah tangga miskin yang dicirikan dengan terdapatnya kondisi keterbatasan dalam hal kepemilikan asset, fisik lemah, keterisolasian, kerentanan, dan ketidakberdayaan.  

Pada sisi lain, kondisi kemiskinan rumah tangga pengelola warung kelontong juga dicirikan oleh rumah tempat tinggal mereka yang amat sederhana sebagai wujud dari ketiadaan biaya untuk memperbaikinya.  Keterbatasan ini ditambah lagi dengan keterbatasan kepemilikan lahan, yang menurut Thorbecke (1993) dalam Raharjo dan Rinakit (1996) dikategorikan ke dalam kelompok yang hidupnya paling menderita.  Lebih jauh dijelaskan bahwa kelompok ini dengan kepemilikan lahan yang sempit (kecil dari 0,5 ha dan bahkan tidak punya lahan) mengakibatkan mereka hanya mampu memproduksi sedikit hasil pertanian pangan, sehingga pendapatan merekapun sangat kecil yang bahkan tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Secara lebih terperinci, tidak berkembangnya usaha rumah tangga warung kelontong di Nagari Cupak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadikan mereka tidak berdaya selama ini, yakni: pertama, status sosial pengusaha yang umumnya rendah (hanya warga masyarakat biasa), sehingga cenderung memposisikan rumah tangga pada kondisi ketidakberdayaan.  Ini berdampak pada lemahnya posisi tawar-menawar mereka terhadap pembuatan keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh para elite nagari menyangkut usaha warung kelontong  yang mereka jalankan.  Dalam konteks program Kredit Mikro Nagari terkait dengan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses.  Kondisi ini, oleh Moeljarto (1996) dilihat sebagai hubungan antar individu atau lapisan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait (interlinking factors), yakni: pendidikan, keterampilan, status sosial, harta, kedudukan, dan jenis kelamin.  Faktor yang saling terkait ini pada akhirnya membuat hubungan antar individu dengan dikotomi subjek (elite nagari) dengan objek (masyarakat nagari).  Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subjek dan objek tersebut merupakan relasi yang ingin diperbaiki melalui proses pemberdayaan.  Kondisi dikotomi ini, mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat (baca: pengusaha warung kelontong) dalam menghadapi para elite nagari (baca: aparat nagari dan pokja KMN).  Kondisi ini membuat para elite nagari secara sepihak menentukan pada tahap mana rumah tangga penerima KMN bisa terlibat dan pada proses mana belum atau tidak bisa terlibat. 
Disini terlihat bahwa pola-pola rekrutmen dan pengelolaan program yang tidak kondusif, yakni lebih bersifat nepotisme, rasa suka tidak suka (like and dislike), pendekatan kekuasaan, sehingga rasa apriori tumbuh di kalangan masyarakat terhadap elite nagari.  Ini diperparah lagi dengan tidak pro aktifnya Pokja KMN sebagai pengelola.  Ini dibuktikan dengan temuan lapangan bahwa umumnya para pengusaha warung kelontong cenderung pasrah dan diam saja apabila menemui kesulitan dalam berusaha.  Kartasasmita (1996) menyoroti hal ini sebagai kondisi yang ada dalam masyarakat di negara berkembang, dimana pada masyarakat lapis bawah (petani, pengrajin, pengusaha kecil, dll) dianggap diperlukan, namun bukan merupakan kelompok yang menduduki jenjang tinggi dalam status sosial.  Rendahnya penghargaan yang diberikan kepada kegiatan ekonomi rumah tangga warung kelontong ini membawa akibat yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan dan kemajuan usaha ekonomi rakyat itu sendiri.  Dari sisi pendekatan pemberdayaan, kondisi diatas oleh Kartasasmita (1996) dinyatakan sebagai belum adanya kondisi atau iklim yang memungkinkan bagi berkembangnya potensi yang ada pada masyarakat (baca: pengusaha kecil warung kelontong).

Kedua, kecilnya skala usaha yang dilakukan pengusaha kecil warung kelontong sehingga hasil usaha yang diperoleh lebih  diprioritaskan dan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.  Meskipun terdapat sedikit kelebihan usaha, namun itupun digunakan untuk mencicil pinjaman (KMN) dan untuk modal pembeli barang yang sudah kurang/habis.  Sehingga hampir tidak ada hasil usaha yang bisa di simpan  atau di tabung.  Akibatnya pengembangan usaha mayoritas pengusaha kecil warung kelontong hampir tidak pernah ada.  Tambunan (1995) menekankan kondisi ini sebagai adanya keterbatasan untuk bertahan dengan usaha yang dijalankan.  Kecilnya skala usaha menyebabkan tidak adanya sisa penjualan yang bisa dijadikan sebagai modal untuk investasi untuk pengembangan usaha.  
Ketiga, ketidakberanian para pengusaha kecil warung kelontong untuk mengambil resiko menjadikan usaha warung kelontong sebagai mata pencaharian utama rumah tangga.  Meskipun ada, namun mereka umumnya masih melakukan pekerjaan lain, seperti : kesawah, ke ladang, atau beternak.  Pendapat Kuncoro (1997) memperkuat temuan ini, bahwa hal yang banyak ditemui pada industri pedesaan, dimana industri tersebut bukan merupakan sumber penghasilan pokok.  Kondisi dan iklim usaha yang belum memungkinkan, membuat mereka belum mampu berharap terlalu besar pada usaha warung kelontong sebagai mata pencaharian utama rumah tangga.  Kartasasmita (1996) melihat fenomena ini sebagai kondisi yang akan mengakibatkan disalurkannya energi kreatif seseorang yang paling terampil dan berpengalaman tidak ke arah kegiatan yang akan meningkatkan kapasitas produksi usaha mereka.

Keempat, rendahnya tingkat pendidikan umumnya para pengusaha kecil warung kelontong (setingkat SD dan SLTP) berdampak pada kurangnya kemampuan pengusaha kecil warung kelontong dalam mengelola usaha.  Walaupun bisa bertahan, namun  mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan dalam arti yang sebenarnya.  Sjafrizal (1997) mengemukakan bawa rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada kemampuan manajemen yang dimiliki dan yang diterapkan dalam usaha.  Pengusaha kecil warung kelontong cenderung apatis dan tidak mampu untuk melakukan berbagai upaya terobosan-terobosan bagi pengembangan usaha.  Faktor rendahnya tingkat pendidikan ini juga oleh Moeljarto (1996) dijadikan sebagai salah satu penyebab terjadinya dikotomi antara elite desa dengan masyarakat pengusaha kecil warung kelontong sebagai wujud ketidakberdayaan.
b.  Upaya Menyikapi Kondisi Ketidakberdayaan

Dalam upaya menyikapi berbagai kondisi yang kurang memungkinkan bagi pengembangan usaha warung kelontong, maka umumnya rumah tangga melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kemampuan dan potensi sumberdaya masing-masing.  Dalam hal ini Kartasasmita (1996) menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan.  Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi ini pada akhirnya bisa dikategorikan rumah tangga pengusaha kecil warung kelontong ke dalam dua kategori utama, yakni:

Pertama, kelompok rumah tangga yang pasrah saja menerima kondisi rumah tangga dan usaha yang telah berlangsung selama ini.  Mereka hanya melakukan aktifitas usaha warung kelontong sebagai penunjuk ”identitas diri” sebagai warga nagari (ada usaha menambah penghasilan rumah tangga yang dilakukan) dan tidak banyak berharap dari usaha ini apalagi menjadikannya sebagai sandaran utama rumah tangga.  Sarman (1997) mengelompokkan rumah tangga ini ke dalam kelompok konservatif, yang cenderung memahami kemiskinan sebagai sesuatu kondisi yang harus diterima sebagai budaya kemiskinan.  Kelompok ini dicirikan dengan rumah tangga yang umumnya tinggal di pinggir desa, berusia relatif tua, berpendidikan rendah, dan keterampilan kurang.  Hari-harinya habis bekerja di sawah atau di ladang orang lain sehingga kegiatan usaha warung kelontong hanya sebagai sampingan.  Mereka berusaha keras untuk mempertahankan hidup dengan segala keterbatasan yang dimiliki, namun  hasil yang diperoleh hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan hidup minimal.  Akibatnya tidak ada kemungkinan untuk perkembangan usaha yang diharapkan dari mereka yang rata-rata beromzet kecil.

Kedua, kelompok rumah tangga yang cukup kreatif dalam berusaha dimana mereka tidak begitu saja menerima kondisi yang sudah ada.  Pendidikan yang cukup tinggi membuat mereka berusaha mencari terobosan dalam pengembangan usaha warung kelontong, seperti dengan jalan memasarkan produknya sendiri ke luar desa atau mencari alternatif diversifikasi produk.  Kelompok rumah tangga ini umumnya tinggal dekat dengan pusat desa, termasuk kelompok berusia muda, haus informasi, dan cenderung kritis dalam menyikapi segala kondisi yang ada, terutama yang menyangkut usaha rumah tangga yang dilakukan.  Kelompok ini menurut Sarman (1997), termasuk ke dalam kelompok yang diistilahkan dengan kelompok liberal, yang mampu menyiasati kondisi lingkungan sosial ekonomi, sehingga berpeluang untuk memperbaiki budaya kemiskinan.  Mereka tidak ingin generasi keluarganya seperti mereka dan berusaha menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di luar nagari  Kelompok yang memiliki omzet dari sedang sampai tinggi ini diduga akan dapat berkembang lebih baik apabila mereka memperoleh akses terhadap berbagai sumber kemajuan usaha warung kelontong, seperti: modal, teknologi, informasi, pasar, dan lain-lain, sehingga dapat memperoleh surplus usaha yang lebih besar.  

Kelompok kedua ini, lebih jauh menurut teori sosiologi Kluckhohn dan Stroedbeck (1967) dalam Ichsan (1994) dapat didefinisikan sebagai suatu ciri dari ekonomi rumah tangga yang tergolong ke dalam masyarakat transisi dengan karakteristik sebagai berikut: (1) kecenderungan untuk memandang bahwa hakekat hidup manusia itu buruk tapi wajib berikhtiar ke arah kebaikan.  Hal ini tergambar dari upaya untuk memanfaatkan waktu siang dan malam dengan efisien guna menambah pendapatan rumah tangga, (2) bahwa tujuan akhir dari semua kerja adalah kehormatan dan kedudukan yang diperlihatkan dengan upaya kerja keras pengrajin untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, (3) berorientasi pada masa lampau dan masa kini yang ditunjukkan dengan usaha untuk menyelaraskan keterampilan yang dikuasai turun-temurun dengan menyerap inovasi, (4) cenderung menyelaraskan diri dengan lingkungan alamnya yang tergambar dari kreatifitas dalam berusaha, serta (5) cenderung merasa tergantung pada tokoh atasan yang berpangkat.  Ini terefleksi dari sikap pasrah atas kebijakan pada elite nagari menyangkut usaha warung kelontong yang dilakukan rumah tangga.  

Namun secara umum, kedua kategori rumah tangga pengusaha kecil warung kelontong ini belum mampu mengakses berbagai aspek pengembangan usaha, sehingga mereka berada ada kondisi ketidakberdayaan yang secara struktural menyulitkan terjadinya kemajuan usaha ekonomi rumah tangga yang mereka lakukan selama ini.  Kondisi ini disebabkan karena belum adanya upaya yang terarah untuk memperluas akses terhadap aspek-aspek kemajuan usaha.  Kartasasmita (1996) menekankan hal ini dengan upaya untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai sisi kedua dari pendekatan pemberdayaan masyarakat.  Adapun keterbatasan-keterbatasan yang menyangkut aspek-aspek penguatan potensi ini meliputi:

Pertama, keterbatasan akses terhadap permodalan usaha.  Struktur permodalan usaha warung kelontong selama ini hanya berasal dari modal sendiri, pinjaman dari pedagang lain, atau pinjaman dari program penguatan modal (seperti : KMN).  Kendala permodalan, terutama belum adanya akses terhadap modal perbankan mengakibatkan usaha ini hanya berupa usaha skala kecil yang marginal sebagai cerminan atau sosok dari ekonomi rakyat.  Marginalisasi usaha ini terutama dalam hal kemampuan mengakses sumberdaya yang semestinya dapat meningkatkan nilai tambah usaha.  Lebih jauh Firdausy (1997) menyatakan bahwa usaha ekonomi rakyat pada umumnya belum terjamah oleh institusi perkreditan yang dikelola sektor perbankan.  Alasannya seringkali karena adanya berbagai hambatan struktural  dan psikologis atas pembiayaan usaha kecil, misalnya persepsi inferior tentang potensi usaha kecil, khususnya di pedesaan.

Kecilnya peluang untuk untuk mengakses modal perbankan menjadikan kemungkinan kearah pengembangan usaha sangat terbatas, yang oleh Valde (1993) dalam Firdausy (1997) disimpulkan sebagai suatu keterbatasan struktural masyarakat sebagai salah satu yang menyebabkan kemiskinan.  Lebih jauh Kartasasmita (1996) menyoroti permasalahan akses terhadap permodalan sebagai upaya transformasi struktural.  Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan, dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal.  Pada sisi yang lain, persyaratan perbankan yang cukup rumit bagi masyarakat lapis bawah (baca: miskin), cenderung menyebabkan kurangnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang membutuhkannya.  Kamaluddin (1990) menyatakan kondisi ini dengan belum dapat dijangkaunya kegiatan usaha masyarakat yang tergolong lemah oleh fasilitas permodalan.  Hal ini berdampak pada rentannya posisi ekonomi rakyat dan pelakunya (Firdausy, 1997).

Kedua, keterbatasan akses terhadap pasar.  Walaupun usaha warung kelontong ini telah memiliki jaringan pemasaran yang cukup luas di dalam nagari, namun kondisi riil pemasaran di tingkat nagari menunjukkan ketidakberdayaan rumah tangga.  Realitas ini menunjukkan lemahnya posisi tawar menawar rumah tangga dalam hal akses terhadap pasar sebagai wujud dari ketidakberdayaan.  Prijono (1996) cenderung memahami kondisi ini sebagai wujud ketidakberdayaan rakyat, sehingga melemahkan posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah (baca: miskin) terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala sektor kehidupan.

Ketiga, keterbatasan akses terhadap sarana sarana pendukung.  Belum tersedianya rasarana penunjang untuk pengembangan usaha menambah keterpurukan dan ketidakberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan usaha.  Ini berkaitan erat dengan tidak adanya alternatif umumnya rumah tangga selain memasarkan produknya di dalam nagari saja, karena untuk memasarkan keluar nagari harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.  Pemberdayaan dalam hal ini adalah upaya untuk menyediakan berbagai fasilitas sarana penunjang yang memadai.  Kartasasmita (1996) menekankan bahwa proses pemberdayaan ekonomi rakyat tak akan cukup bermanfaat bagi masyarakat apabila mereka hidup terpencil atau tidak dapat memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada di wilayahnya.  Untuk itu, dibutuhkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai.      

4.2. Akses terhadap Kelembagaan
Secara umum, tidak berkembangnya usaha ekonomi rakyat kerajinan anyaman disebabkan oleh akumulasi berbagai persoalan yang terjadi pada tataran kelembagaan, dari tingkat nagari (lembaga pemerintah nagari dan lembaga ekonomi nagari) dan tingkat instansi pemerintah/ swasta (Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, dll) melalui berbagai kebijakan/peraturan dan program pembinaan usaha masyarakat.  Kompleksitas persoalan pada tataran kelembagaan ini berakibat pada ketidakberdayaan masyarakat, khususnya rumah tangga yang mengusahakan usaha kecil warung kelontong.

Pada tingkat nagari, keberadaan lembaga pemerintahan nagari dan aparatnya serta lembaga terkait (Pokja KMN) belum mampu memberikan perlindungan terhadap posisi rumah tangga yang lemah dalam bertransaksi dengan pihak lain.  Padahal sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan di tingkat nagari, para pelaku usaha kecil sangat mengharapkan adanya aturan main dan implementasinya yang jelas terkait dengan pengelolaan kredit  Walaupun rumah tangga dilibatkan dalam proses perencanaan dan penyaluran kredit namun belum berjalan optimal.  Terjadinya eksploitasi secara sepihak ini semakin menambah ketidakberdayaan rumah tangga selain berbagai faktor lainnya.  Upaya keluar dari kondisi ini menurut Kartasasmita (1996) sebagai upaya pemberdayaan dalam arti melindungi masyarakat yang lemah melalui berbagai peraturan yang jelas-jelas melindungi masyarakat yang lemah. 

Begitu pula dengan lembaga pengelola kredit (Pokja KMN) yang belum berperan dalam menyahuti kebutuhan masyarakat penerima kredit.  Selama ini kegiatan Pokja KMN hanya sebatas menjalankan administrasi program, padahal sebagai wadah berhimpunnya pengusaha kecil, seharusnya fungsinya juga sebagai lembaga yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk pengembangan usaha, baik manajemen, pendampingan, maupun advokasi.  Raharjo dan Rinakit (1996) melihat bahwa kurang berfungsinya lembaga koperasi dan sejenisnya di pedesaan merupakan salah satu bukti terjadinya kemandekan birokrasi sehingga berakibat pada ketidakberdayaan masyarakat.  Untuk itu diperlukan adanya dukungan yang oleh Martius (1997) diistilahkan dengan corak kelembagaan yang akomodatif dan dapat menyahuti berbagai kebutuhan anggotanya dalam upaya pemanfaatan sumberdaya untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sementara pada tataran instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan program dan pembinaan usaha, juga terdapat beberapa kendala yang berdampak pada kurang maksimalnya upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang dijalankan.  Apabila ditelusuri lebih jauh, kendala itu meliputi:

Pertama, kurang responsifnya instansi terkait di tingkat atas dalam pembuatan kebijakan dan program yang dapat menyahuti kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.  Akibatnya program-program pembinaan hanya bersifat insidentil dan bahkan cenderung tidak ada dilakukan.  .

Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun program telah disusun berdasarkan permasalahan yang muncul dari bawah, namun pemahaman dan dinamikanya di tingkat atas (baca: pemerintah) yang terwujud melalui pelaksanaan program pembinaan, belum tentu sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.  Prijono (1996) mengisyaratkan bahwa secara implisit, proses pemberdayaan rakyat bermakna adanya inisiatif yang berasal dari rakyat dan peranan pemerintah menampung serta mempertimbangkan keluhan rakyat.  Aparat pemerintah harus memiliki kepekaan dan kemampuan untuk dapat merespon inisiatif dan keluhan masyarakat di tingkat bawah.

Kedua, belum adanya keterpaduan yang solid antar instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat.  Walaupun temuan lapangan menunjukkan bahwa adanya keterpaduan dalam pelaksanaan, namun itu hanya sebatas memenuhi target tanpa adanya upaya yang lebih terarah dan matang untuk merealisasikannya.  Sehingga kegiatan pengelolaan kredit mikro pada satu sisi menjadi ajang bagi instansi terkait untuk menyampaikan program instansinya, dan di sisi lain, masyarakat hanya sebatas memberikan respon di dalam forum tanpa adanya tindakan nyata dan berkelanjutan setelah keluar dari forum itu.  Ilustrasi melalui wawancara dengan salah satu instansi terkait, sebagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program KMN dengan fokus pembinaan pada aspek permodalan usaha membuktikan sinyalemen tersebut: ”Adapun salah satu kendala dari pihak kami selama melakukan program perkreditan bagi pelaku industri kecil pedesaan yang tanpa agunan adalah lemahnya kontrol dan monitoring dari Dinas terkait dalam mengawasi penggunaan kredit. Sehingga umumnya kredit tidak tepat sasaran dan banyak digunakan untuk kegiatan non produktif di luar usaha mereka, yang akhirnya berdampak pada kemacetan pengembalian kredit”.

Sistem monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sangat berkaitan erat dengan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi rakyat, dan ini menurut Sjafrizal (1997) lebih jauh dijelaskan bahwa keterpaduan dalam pelaksanaan program memerlukan sistem monitoring yang sistematis dan terarah.  Ada indikasi bahwa sistem monitoring yang telah digunakan masih lemah dan belum mempunyai sistem yang jelas dan sistematis.  

Untuk keluar dari kendala ini, pada program pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya telah dilaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi antar instansi terkait, namun itu diduga Sjafrizal (1997) kurang menemui sasaran.  Walaupun rapat monitoring secara berkala sering diadakan, akan tetapi tujuan utamanya hanya untuk menyelesaikan masalah pelaksanaan program.  Sementara monitoring yang secara konkret menuju ke arah keterpaduan pelaksanaan antar program-program terkait masih belum dapat dilaksanakan karena sangat banyaknya jumlah program yang dimonitor.
V. PENUTUP
5.1.  Kesimpulan

a. Kemiskinan di Nagari Cupak secara umum dikelompokkan ke dalam  kemiskinan nagari dan rumah tangga yang keduanya saling berkaitan.  Secara khusus lokalitas kemiskinannya dicirikan oleh kondisi struktural (terbatasnya akses dan kepemilikan terhadap berbagai sumberdaya dan kondisi sosio budaya (peran kaum, motivasi diri)

b. Upaya pengentasan kemiskinan lokal melalui program kredit mikro nagari belum berpengaruh.  Hal ini disebabkan karena proses pengelolaan program (perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi) yang belum optimal, sehingga berdampak pada ketidakberdayaan masyarakat pelaku kredit mikro nagari dalam mengakses sumber kemajuan usaha, (sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, maupun kelembagaan.
5.2. Saran 

1. Sebelum program pengentasan kemiskinan dilaksanakan di nagari, perlu dilakukan lebih dulu kegiatan pengkajian berupa: (a) menyusun tipologi program pengentasan kemiskinan yang sudah ada untuk menjadi entry point bagi posisi program baru, serta (b) penetapan indikator lokal kemiskinan rumah tangga.  Sehingga tidak seluruh rumah tangga miskin memperoleh penekanan program yang sama

2. Sebelum program dilaksanakan (pra pelaksanaan), perlu dilakukan kegiatan penjajakan kebutuhan masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan (kombinasi bottom-up dan top-down) sehingga partisipasi stakeholders bisa optimal

3. Pelaksanaan program perlu dikelola secara profesional, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi) sehingga program berdampak signifikan terhadap masyarakat dan tumbuhnya kelembagaan lokal dalam kerangka keberlanjutan
4. Perlu adanya dorongan dari pihak luar (independen) melalui lembaga perguruan tinggi, pers dan lsm dalam melakukan tindakan mediasi, publikasi, fasilitasi, dan advokasi
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